
 
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  54 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa  untuk penghapusan piutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berdasarkan 

Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (STTS PBB P2), perlu untuk 
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan   

Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun   1953   tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4953);  

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4189); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 310, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

4488), sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6119); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310);   

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 10);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 

12); 

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2015 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
 

Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2015 

tentang  Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 10) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.  

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.  

5. Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Pendapatan Kabupaten Banjar. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
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bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 

dan pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bangunan. 

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang 

terutang kepada Wajib Pajak. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

14. Surat  Tagihan Pajak  Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya  disingkat  STPD PBB adalah  surat  untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, Surat 

Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SPPT, SKPD PBB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

18. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disebut Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas 
pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir 

periode laporan. 

19. Penelitian setempat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menilai keadaan sebenarnya di tempat. 

20. Penelitian administrasi adalah serangkai kegiatan yang dilakukan untuk 

menilai kelengkapan administrasi. 

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 

22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur 

atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 

23. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat STTS PBB P2 adalah tanda lunas 

pembayaran PBB P2 yang berasal dari Bank Persepsi/Bank penerima 
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setoran PBB. 

24. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data 

objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan 

komputer mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas Nomor Objek 

Pajak, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran 
seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima 

Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta pelayanan 

satu tempat.    
 

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 3A sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3A 

 
(1)  Piutang PBB P2 yang terekam dalam SISMIOP sebelum tahun 2014, dapat 

dihapusbukukan jika terdapat STTS PBB P2 dari Bank Persepsi/Bank 

penerima setoran PBB P2. 

(2) STTS PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wajib 

pajak atau yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banjar. 

(3) Terhadap STTS PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
verifikasi terlebih dahulu oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banjar sebelum dilakukan penghapusbukuan piutang PBB. 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.  
 

        Ditetapkan di Martapura 

        pada tanggal 2 September 2019  

 
                   BUPATI BANJAR, 

 

 
  Ttd 

 

         KHALILLURAHMAN  
 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 2 September 2019   
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 

Ttd 

 

         MOKHAMAD HILMAN  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 55 

 


